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1.1 Latar Belakang Penelitian

Struktur ketatanegaraan negara Indonesia memposisikan desa sebagai bagian
dari struktur pemerintahan pada tingkat dibawah kabupaten/kota dan merupakan
bagian daripada masyarakat hukum adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebuah kewenangan hak daerah atas
kewenangannya yang prerogatif dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan
dan membuat kebijakannya sendiri berkorelasi dengan daerahnya sehingga dapat
melakukan sebuah peningkatan di sektor pelayanan publik untuk memberdayakan
masyarakat. Dalam hal ini desa untuk dapat membantu akselerasi program yang
diberikan dan diagendakan oleh pemerintah pusat, alokasi dana desa harus
digunakan untuk kemaslahatan masyarakat salah satunya adalah dengan
membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Hal tersebut merupakan
konsekuensi dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan
wewenang otonom kepada daerah untuk dapat mengurusi rumah tangganya sendiri
yang berlandaskan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yaitu:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Otonomi daerah sebenarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Adanya otonomi tersebut,
suatu masyarakat daerah khususnya masyarakat desa dapat mengembangkan
sumber daya manusia sehingga dapat mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya dan
menjadi sebuah pembangunan dan pemberdayaan yang optimal. Hal tersebut
nantinya akan berdampak pada masyarakat sehingga menjadi sebuah kebanggaan
tersendiri dan menciptakan sebuah daerah khususnya desa mandiri yang dapat
bersaing secara sehat untuk tercapainya daerah dengan prasyarat minimum bagi
mereka yang belum dapat mencapai suatu kesetaraan dalam level of playing field
(Basri, 2014, him. 24).
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Kondisi permasalahan yang terjadi di desa saat ini begitu sangat kompleks
mulai dari permasalahan fisik maupun non fisik. Permasalahan klasik yang biasa
dijumpai dalam sebuah masyarakat desa adalah berkaitan dengan kemiskinan dan
kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan tersebut mengakibatkan sebuah
ketidakseimbangan yang tidak terkontrol sebagai dampak dari pembangunan yang
tidak merata. Kemiskinan dan kesenjangan tersebut berdampak kepada kehidupan
mereka, masyarakat dan individu dalam desa tersebut tidak bisa survive dan
beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal itu dikarenakan mereka tidak
memiliki keterampilan, modal, atau intelektualitas untuk dapat menghidupi
kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat desa cenderung usang, rapuh, dan rentan
karena mereka tidak memiliki kemandirian sebagai pilar utama untuk dapat
membangun desanya sendiri. Usaha penyelesaian yang dapat mengatasi
problematika tersebut adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang akan
menjadi sebuah kebijakan serta solusi konstruktif dari pemerintah sebagai sebuah
langkah strategis untuk dapat menjawab dan mengatasi persoalan tersebut.

Pada dasarnya, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan
kesejahteraannya sendiri baik secara sosial, ekonomi, pendidikan maupun
kesehatan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Jeremy Bentham dalam
(Veenhoven, 2010, him. 3) bahwa “moral quality of action should be judge by its
consequences of human happiness and in that line that we should aim at the greatest
happiness for the greatest of number . Artinya adalah, suatu taraf hidup masyarakat
dapat dinilai baik apabila dapat mensejahterakan kebaikan secara bersama kepada
orang yang banyak.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu strategi yang menitikberatkan
kemampuan dan keahlian masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah proses
pembangunan khususnya pembangunan desa. Adanya sebuah pemberdayaan
masyarakat adalah memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan persoalan
yang sudah ada khususnya pada masyarakat lapisan bawah yang dibantu oleh
lapisan atas up-bottom karena saat ini masyarakat desa masih mengalami stagnansi
keadaan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan dan kesenjangan tersebut dapat ditemukan di Desa Bojongsari,

Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Desa
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Bojongsari mendapatkan data bahwa “persentase kemiskinan dan kesenjangan yang
ada di Desa Bojongsari pada tahun 2021 adalah sebesar 60% dari jumlah total 5.359
kepala keluarga”. Artinya, ada sekitar 3.215 kepala keluarga yang masih miskin di
desa tersebut. Masyarakat di Desa Bojongsari belum dapat berdaya secara
ekonominya sehingga mereka masih harus berjuang untuk lepas dari zona
kemiskinan

Tingkat pendidikan disana masih terbilang sangatlah rendah dan angka putus
sekolah yang tinggi akibat tidak bisa melanjutkan disatuan pendidikan. Perlu
diketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan untuk masyarakat dapat
merubah kehidupannya dan mengangkat derajat keluarganya agar bisa keluar dari
kemiskinan. Adanya pendidikan dapat merubah individu maupun kelompok untuk
dapat dilatih keterampilan dan pengetahuannya sehingga memiliki kualifikasi yang
dibutuhkan oleh dunia pekerjaan maupun masyarakat lainnya. Data pendidikan
masyarakat di Desa Bojongsari itu dapat dibilang sangatlah rendah diantaranya
adalah (1) masyarakat yang belum sekolah atau masih taman kanak-kanak
berjumlah 5.297 orang, masyarakat yang menempuh SD sebanyak 2.955 orang,
masyarakat yang menempuh jenjang SMP 1.256 orang, masyarakat yang mampu
melanjutkan ke jenjang SMA sebanyak 1.292 orang, masyarakat yang mampu
menembus perguruan tinggi mulai dari D1-S3 berjumlah 736 orang, dan

masyarakat yang putus sekolah sebanyak 3.975 orang.

Masyarakat Desa Bojongsari membutuhkan sebuah program atau kegiatan
yang memberdayakan mereka sehingga diharapkan dapat mendongkrak
perekonomian mereka dan keluar dari zona kemiskinan karena pada dasarnya
pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah bentuk pelatihan atau pembinaan
yang berorientasi kepada peningkatan kualifikasi masyarakat sehingga potensi
dirinya berkembang dan dapat dimaksimalkan agar keadaan mereka dapat terubah
ke arah yang lebih baik dikehidupan mendatang.

Maryani (2019, hlm. 246) menjelaskan bahwa “dalam proses menjalankan
sebuah pemberdayaan masyarakat khususnya di desa, dibutuhkan sebuah perhatian
terhadap prinsip-prinsip yang ada diantaranya adalah (1) prinsip kesetaraan, (2)
prinsip partisipasi, (3) prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan (4) prinsip

berkelanjutan”. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sumardjo (1999, him

HAFIDZ NOOR, 2022

ANALISIS OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG
EKONOMI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



372) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah “proses pengembangan diri yang
didorong oleh kemauan dan motivasi sehingga dapat mengeluarkan kapasitas
terbaiknya sebagai individu agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik di
masa depan”.

Hal ini selaras dengan cita-cita dan harapan pemerintah yang memiliki rasa
keseriusan yang tinggi dalam membangun desa sebagai bagian dari pembangunan
nasional adalah dengan lahirnya sebuah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam stratanya, desa
memiliki hak yang sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya di
berbagai aspek seperti demokrasi desa, pembangunan desa, perencanaan desa, dan
keuangan desa. Desa diberikan hak prerogatif yang otonom untuk mengontrol dan
mengawasi kepentingan masyarakat berdasarkan ciri khas kedaerahannya agar bisa
mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya melalui
pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat tersebut tentunya harus ada faktor yang
mendukung dari sisi potensi yang dimiliki olen Desa Bojongsari, Kabupaten
Bandung. Potensi tersebut mayoritas berasal dari kekayaan alam karena
notabenenya wilayah Desa Bojongsari, Kabupaten Bandung masih merupakan
daerah pertanian dan perkebunan. Berdasarkan studi dokumentasi yang didapatkan,

berikut potensi dan kekayaan sumberdaya yang dimiliki oleh desa tersebut:

Tabel 1.1
Data Potensi Alam Desa Bojongsari Tahun 2021
Uraian Potensi Desa Volume Satuan
Lahan Persawahan 258.165 Hektare
Sumber Air 5 Sumber
Sungai 2,5 Hektare

Sumber: (Data Diperoleh dari Dokumen Desa Bojongsari, 2021)

Potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh desa tersebut seharusnya dapat
meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan mereka, tetapi menjadi
hal yang mengherankan bilamana dengan kekayaan melimpah masih saja
kehidupan masyarakat desa disana berada dalam zona kemiskinan. Oleh karenanya,
program pemberdayaan untuk memaksimalkan potensi dan kekayaan yang ada

HAFIDZ NOOR, 2022
ANALISIS OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG

EKONOMI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



disana sangatlah memiliki urgensi yang harus segera dilaksanakan. Peningkatan
pemahaman dan keterampilan berwirausaha sebagai bentuk dari pemberdayaan
masyarakat diharapkan dapat membuat kesejahteraan masyarakat disana meningkat
dan keluar dari zona kemiskinan.

Program entrepreneur merupakah salah satu yang bisa dilakukan dalam sebuah
pemberdayaan masyarakat, pelatihan softskill untuk tahap preparasi masuk dunia
pekerjaan, dan atau bantuan dana pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Ekonomi kewarganegaraan (economy civics) menitikberatkan kepada
kesejahteraan warga negara khususnya adalah masyarakat desa sebagai bagian
daripada pembangunan nasional. Program entrepreneur melalui fasilitas yang
disediakan olen BUMDesa dapat memberikan sebuah jiwa kewirausahaan yang
bertujuan menambah improvisasi kemampuan dan keahlian masyarakat desa agar
dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Program bantuan
untuk pengembangan UMKM pun dilakukan untuk dapat memperkokoh pilar
UMKM dalam membantu persediaan stok bahan ataupun untuk peningkatan
produksinya.

Program tersebut sejalan dengan apa yang ada di dalam sebuah konsep
pendidikan ekonomi kewarganegaraan (economy civics) yang mana dijelaskan
bahwa dalam implementasinya harus memberikan sebuah kesadaran dan
pengetahuan warga negara yang bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam
pembangunan nasional dengan tujuan sebagai berikut:

1) Suntikan terhadap pendapatan per kapita negara;

2) Meningkatkan dan menghorizontalkan taraf hidup masyarakat;
3) Meningkatkan perekonomian;

4) Mengekpansi lapangan pekerjaan dan mereduksi pengangguran;
5) Mereduksi angka kemiskinan. (Asyafig, 2019, him.18)

Tujuan program tersebut adalah tentunya untuk dapat menguatkan
perekonomian warga negara (economy civics) masyarakat desa sehingga dapat
memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan yang dirasakan secara makro. Oleh
karenanya, diperlukan sebuah strategis dan langkah yang sistematis untuk dapat
meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat desa sehingga penguatan ekonomi

kewarganegaraannya (economy civics) dapat dirasakan.
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Pemerintahan desa membutuhkan sebuah dorongan untuk dapat menjalankan
program tersebut dalam mendukung roda pemerintahan desa serta instrumen
sehingga dapat memaksimalkan jalannya roda pemerintahan, salah satunya adalah
dengan adanya dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa
meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan
Belanja Negara), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan
sumbangan pihak ketiga, dan pendapatan lainnya yang sah.

Pengalokasian dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari
bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara
proporsional. Pengalokasian dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang
menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan
masyarakat ditingkat desa.

Pengalokasian dana desa juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian
program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan
kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian
dana pembangunan infrastuktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan
tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan
untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting
untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap
desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan
penerimaan alokasi dana desa. Pengalokasian dana desa juga harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan,
serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian
besar masyarakat desa.

Tujuan dari pengalokasian dana desa ini sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai bentuk komitmen,

tanggungjawab, dan keseriusan pemerintah dalam mendorong pembangunan desa
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dan pemberdayaan desa sebagai tujuan dari pembangunan nasional. Berikut

merupakan tujuan dari alokasi penggunaan dana desa:

1) Mengurangi tingkat kemiskinan dan menanggulangi kesenjangan

2) Peningkatan kualitas pembangunan dan penganggaran di tingkat desa dan
pemberdayaan masyarakat desa secara sistematis dan konstruktivistik

3) Mendirikan infrastruktur yang layak sesuai dengan pedoman pembangunan

4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial

5) Meningkatkan birokrasi pelayanan kepada masyarakat desa

6) Memantik masyarakat desa untuk melakukan peningkatan keswadayaan

7) Memperbaiki kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa
melalui BUMDesa.

Pengalokasian dana desa yang diberikan oleh pusat dan pemerintah daerah
provinsi serta kabupaten/kota merupakan sebuah bentuk stimulus untuk
menambahkan anggaran dana desa sehingga diharapkan dapat memaksimalkan
tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Desa
Bojongsari, untuk anggaran dana desa di Desa Bojongsari sendiri pada tahun 2021
sebesar Rp2.716.798.900.

Penggunaan dana desa dalam pembangunan desa harus mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan
perdamaian dan keadilan sosial. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa yang dibiayai desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dari
perencanaan, pengoganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan
pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan
masyarakat, bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan
pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Pengalokasian dana desa harus
digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang
dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah indonesia.

Pada saat pemerintah desa melakukan pengalokasian dana desa seusai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah
desa telah melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance). Selaras dengan apa yang disampaikan oleh World Bank dalam
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(Wasistiono, 2007, him. 30) bahwa good governance adalah kekuatan negara yang
ditujukan untuk menggunakan sumberdaya ekonomi dan sosial untukpembangunan
masyarakat. Salah satunya adalah harus memberikan kebermanfaatan dan juga
memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh kepentinganumum sebagai fungsi
penyelenggaraan pemerintahan.

Teori kepatuhan (compliance theory) mengisyaratkan bahwa dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya pemerintah desa harus mentaati segala
ketentuan regulasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai desa
hingga pengelolaan dana desa, dengan adanya kepatuhan dan ketertiban yang
dilaksanakan oleh pemerintah desa terhadap regulasi dapat menciptakan
pemerintahan desa yang baik (good governance) Lunenberg dalam (Wiryakriyana
& Widhiyani, 2017, hal. 301).

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan studi
pendahuluan dengan melakukan metode wawancara dan studi dokumentasi dalam
penggunaan alokasi dana desa itu apakah masih banyak penyimpangan atau
program pembangunan yang tidak tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan oleh undang-undang tentang desa khususnya adalah terkait dengan
pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang ekonomi.

Anggaran dana desa yang hampir mencapai 3 miliar rupiah pada tahun 2021,
tetapi masih banyak masyarakat hidup dibawah angka kemiskinan yang mencapai
tingkat persentase sebesar 60% dan masih banyaknya masyarakat yang putus
sekolah. Kondisi inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah
penelitian dengan judul “Analisis Optimalisasi Alokasi Dana Desa untuk
Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi sebagai Bentuk Economy
Civics (Studi Deskriptif di Desa Bojongsari, Kabupaten Bandung)” terkait
sejauh mana pengalokasian dana desa ini dapat memberdayakan masyarakatnya
sehingga memiliki kemandirian, keahlian, dan pengetahuan untuk dapat
memperbaiki kehidupannya dan perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaannya
sebuah pemberdayaan masyarakat itu harus berorientasi kepada masyarakat sebagai
bagian dari warga negara karena hal tersebut sejalan dengan apa yang ada di dalam

konsep economy civics.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
diambil sebuah pokok permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah implementasi program pemberdayaan masyarakat yang
dirumuskan dan dibentuk oleh aparatur desa berdampak kepada masyarakat
sehingga berdaya di bidang ekonomi sebagai penguatan economy civics?
2. Bagaimanakah optimalisasi pengalokasian dana desa dapat memberdayakan
masyarakat desa di bidang ekonomi sebagai penguatan economy civics?
3. Bagaimanakah kendala’/hambatan yang ditemui aparatur desa dalam
pengalokasian dana untuk pemberdayaan masyarakat sebagai penguatan
economy civics?
1.3 Tujuan Penelitian

Setelah membuat limitasi dari pokok permasalahan yang akan dikupas dalam
penelitian ini yang berjudul “Analisis Optimalisasi Alokasi Dana Desa untuk
Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi sebagai Bentuk Economy
Civics (Studi Deskriptif di Desa Bojongsari, Kabupaten Bandung)”, maka
tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program apa saja yang dilakukan dalam
pemberdayaan masyarakat yang dibentuk dan dirumuskan oleh aparatur desa
dalam memberdayakan masyarakat sebagai penguatan economy civics.

2. Untuk dapat mengetahui optimalisasi alokasi penggunaan dana desa untuk
pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagai penguatan economy civics.

3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan apa saja yang ditemui aparatur desa
dalam mengalokasikan anggaran desa untuk memberdayakan masyarakat
sebagai penguatan economy civics.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentunya harus memberikan manfaat baik dari segi
akademik maupun pragmatisnya. Oleh karenanya, dalam skripsi ini diharapkan
dapat memberikan dampak yang positif khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi
masyarakat luas (para pembaca) maupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Selain itu, ada beberapa manfaat yang dapat diklasifikasikan diantaranya adalah:
1.4.1 Manfaat dari Segi Teoritis
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Dilihat dari sudut pandang keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan kontribusi pengetahuan dan literatur terhadap pengembangan kajian
alokasi dana desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam bidang
ekonomi khususnya ekonomi kewarganegaraan.

1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sebuah saran
dan masukan sebagai bagian dari naskah akademik yang bisa digunakan oleh
aparatur Desa Bojongsari, Kabupaten Bandung dalam membuat sebuah kebijakan
khususya yang berkaitan dengan alokasi dana desa untuk pemberdayaanmasyarakat
dalam bidang ekonomi kewarganegaraan sehingga masyarakat disana memiliki
keterampilan dan  keahlian dengan tujuan memperbaiki kehidupan
perekonomiannya.

1.4.3 Manfaat dari Segi Praktis

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi nyata
terhadap masyarakat Desa Bojongsari agar berdaya secara berkelanjutan
dalam bidang ekonomi sebagai bagian dari penguatan ekonomi
kewarganegaraan akibat dari adanya pengalokasian dana desa.

b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan atau bahan
pertimbangan yang berkorelasi dengan pelaksanaan tugas, hak, dan
kewajiban aparatur desa dalam mengalokasikan dana desa untuk keperluan
ekonomi masyarakat khususnya dalam program pemberdayaan desa.

1.4.4 Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah hasil pemikiran yang
diangkat untuk memberikan sebuah literatur dan kajian dalam diskusi-
diskusi publik khususnya di Desa Bojongsari, Kabupaten Bandung.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bukti adanya partisipasi aktif dari
masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh aparatur desa sehingga
menimbulkan kontrol sosial.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penyusunan skripsi ini memiliki beberapa struktur yang terbagi ke dalam

lima bab, yaitu:
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1. BAB | Pendahuluan, di dalam bab ini menjelaskan bagaimana suatu latar
belakang penelitian akan dimulai, selain itu adanya rumusan masalah yang
menjadi limitasi permasalahan agar pembahasan semakin terfokus, adanya
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. BAB Il Kajian Pustaka, di dalam bab ini mengandung unsur kepustakaan
yang dapat mendukung argumen dan susbtansi di dalam penelitian. Kajian
pustaka biasanya diambil dari berbagai literatur dan juga dokumentasi.

3. BAB IlIl Metode Penelitian, di dalam bab ini menjelaskan tentang
bagaimana cara penelitian akan dilaksanakan dan terdapat beberapa poin
diantaranya desain penelitian, partisipan penelitian, tempat penelitian,
pengumpulan data, dan analisis data.

4. BAB IV Temuan dan Pembahasan, di dalam bab ini merupakan pembahasan
yang berisikan substansi dari permasalahan penelitian itu akan dibahas
dikaitkan dengan berbagai macam teori yang relevan didukung dengan
berbagai data dan fakta yang telah didapatkan dari observasi dan wawancara
di lapangan lokasi penelitian. Isi dari bab ini adalah seperti gambaran umum
tempat penelitian, deskripsi penelitian, dan juga hasil analisis penelitian.

5. BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, di dalam bab ini peneliti
mengambil sebuah simpulan yang telah dirangkum secara mikro dan makro
dari rumusan masalah yang telah ditentukan dari hasil penelitian. Selain itu,
terdapat pula implikasi dan rekomendasi peneliti kepada pihak yang terkait

dalam penelitian ini.
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